SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan
dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
tuntutan perkembangan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

b. bahwa atas latar belakang sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut, maka dipandang perlu
diadakan perubahan organisasi dan tata kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3890) ;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
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(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Halmahera  Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

S. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara
RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 2
Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tidore
Kepulauan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore
Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Seri D Nomor
014) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri
atas :

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum, membawahi :
1. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan,;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

c. Bagian Keuangan, membawahi :
1. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

d. Bagian Persidangan, membawabhi :
1. Sub Bagian Persidangan dan Protokoler;
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2. Sub Bagian Administrasi Persidangan dan Kepustakaan.

e. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
1. Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Rancangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd
ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 20 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 38 SERID
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Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

“SETD “"“\KQTA TIDORE KEPULAUAN,
N ,_P@ AN

“ekepur” “PEMBINA
T NIP. 010 243 332
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG

I.

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PENJELASAN UMUM.

Kebijakan Otonomi Daerah melalui penerapan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, direspon oleh Pemerintah
Daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijaksanaannya
di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Salah satunya adalah membentuk
organisasi perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika diberbagai Daerah dan peraturan
pendukung yang ada, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang
terbentuk melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 juga telah
mengupayakan pembentukan perangkat daerah untuk Kota Tidore
Kepulauan sebagaimana kriteria yang termuat dalam Peraturan Pemerintah
tersebut di atas.

Organisasi yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan
pelayanan masyarakat (public service), pemberdayaan masyarakat
(empowering) dan pengembangan ekonomi (economic development). Salah
satu faktor strategis yang menentukan efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan otonomi Daerah, adalah adanya organisasi perangkat
Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah, potensi dan sumber daya
yang dimiliki oleh setiap Daerah.

Organisasi perangkat Daerah dianggap penting karena untuk
menyelenggarakan otonomi Daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang
mampu mewadahi, mengkoordinir, mengendalikan sumber daya dan
perilaku dalam rangka mencapai tujuan berorganisasi. Bahkan melalui
instrumen  organisasi perangkat daerah dapat merencanakan,
mengiplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan
kegiatan dalam mencapai visi dan misi Daerah.
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Organisasi Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari
bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda mengoperasionalkan
Otonomi Daerah. Susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah ini
telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tidore Kepulauan bersadarkan Keputusan Nomor 170/07/DPRD/KT/2006
tanggal 17 Mei 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 021 SERI D
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